SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 20/ PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG

PEDOMAN TFKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
AD HOC PEMILIHAN BUFATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMIS| PEMILIHAN UMUM KABUIPATEN | OMBOK TIMUR,

Menimbengy

a.

bahwa sesuai meksud ketentuan Pasal 13 huruf d, dan
huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
sebagaimana telah mengalami beberapakali perubahan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahar Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 jis Pasal 8 huruf b dan Pasal 57 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015,
Komisi Pemilinan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan
menetapkan pecoman tekris untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan, dan membentuk Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara
(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) ;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan
Panitia Pemilinan Kecamatan (PPK), Panitie Pemungutan
Suara (PPS), dar Keiompok Fenyelenggara Pemungutan
Suara (XPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) dan (2}, Pasal 3€ ayat (1] dan (2), dan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Kemisi Pemilihan Umum Nemor 3 Tahun 2015,
periu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...




Mengingat

==

Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pembentukan 3adan Panyelenggara Ad hoc
Pemilihan Bupati dar Wakil Bupat Lombok Timur Tahun
2018.

Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembertukan Daerah-daerah tingkat li dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Irdonesia Nomor 1655,

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemlihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Ncmor 5656), sebagaimana telah mengalami
beoerapakali perubahan terakhi dengan Uncang-
Uindang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undeng-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Llentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Urdang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjaci Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘rdonesia Nomor 58938).

Peraturan Komisi Pemilithan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tatekerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana teleah mengaiami beberapa
kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;

Peraturan Kemisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Crganisasi dan Tatakerja Sekrelarial
lenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan ...



Memperhat kan

Menetapkan

KESATU
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Pemilthan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah
cdiubah dengan Peraturan Komisi Femilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, Komisi Pemillhan Umum/Komisi Independen
Pemiiihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panita Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompck Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur  dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Welikota ;

6. Keputusan Komisi Femilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur  Nomor  19/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017
Tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Timur Serta Badan Penyelenggara Ad Hoc Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun
2018.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Timur Nomor @ 47/PK01-BA/5203/KPU-Kab/1X/2017
tangcal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan
Penetapan Draft Pedoman Ieknis Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lombck Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYFLENGGARA AD
HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMEOK
TIMUR TAHUN 2013

Ursian pedoman teknis pelaksanaan pembentukan Badan
Penyelenggara Ad Hoc Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati
Llombok Timur tahun 2018 tertuang dalam Lampiran
Keputusan ini.
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Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupat dan Wakil
Bupati Lambok Timur sebagaimana d'maksud diktum KESATU
terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS).

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
menjadi rujukan utama penyelenggara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 serta para pemangku
kepentingan  lainnya dalam  pembentukan  Badan
Penyelenggara Ad Houc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur tahun 2018.

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman Teknis
sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku dalam
taheapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur 2018 ;

2. Dalam hal pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc
Pemilihan membutuhkan pengaturan lain  dan/atau
herheda dengan ketentuan dalam Keputusan ini
sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah bersamaan di wilayah Kabupaten Lombok
Timur yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur bersamaan dengan peryelenggarazn Pemilinan
Gubernur dan Wakil Gubernur MNusa Tenggarz Barat,
dapat dilakukan penyesuaian yang pelaksanaannya
dilakukan berdasarkan petunjuk dari Komisi Pemilinan
Umum Kabupaten Lombok Timur,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR MUH. SALEH
Kepala Sub-Bagian Hukum, i S e R
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Holis Iskandar, SH




LAMPIRAN :  KEPUTUSAN KOMIS/  PCMILIHAN  UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 20/FP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/1X/2017
TENTANG PEDOMAN TEXNIS PFIAKSANAAN
PEMEENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD
HOC PEMIUHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

BAB |
PENDAHULUAN

Sesuai ketentluan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapakali mengalami perubahan terakhir dengan Undeng-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan
berwenany antera lain membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Fanitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS] merupakan lembagz yang bersifat Ad hoc
yang dibentuk untuk mclaksanakan tugas sampai dengan berakhimya tabapan
penyelenggaraan Pemilihan,

Sesuai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang
tersebul di atas, Komisl Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Panitia Pemilinan
Kecamatan (PPK) paling lambat 6 (enam) bulan ssbelum pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara pemilihan dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah
pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan PPS berdasarkan ketentuan Pasal
18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jis Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, dibentuk 6 (enam) buian sebelum pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk memberikan pedoman dalam rangka memperlancar dan memberikan

kepastian hukum pelaksanaan Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan




sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami beberapz kali
perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan
Pasal 5/ ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan ini.




PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai bunyi  Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali
mengalami perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016
adalah sebagai berikut :

a. Panitia Pemillhan Kecamatan yang se'anjutnya dapa: disingkat PPK adalah
panilic yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.

b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disingkat PPS adalah
panitiz yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan Pemilhan di tingkst Desa atau sebutan

lain/Kelurahan.

¢ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaia yang selanjutnya dapat
disingkat KPPS adalah kelompck yang dibentuk oleh PPS untik

menyelenggarakan pemungutan suara d: tempat pemungutan suara.
Persyaratan untuk menjadi Anggata PPK, PPS, can KPPS

Untuk dapat menjadi calon Anggota PPK, PPS can KPPS harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :
a  warga negara Indonesia ;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undarg Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945 ;

d  mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;

e. tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat

pernyalaan yeng sah atau paling kurang dalam jeangka waktu 5 (lima) tahun '




tidak lagi menjadi Anggota Partai Polittk yang dibuktiken dengan surat

keterangan dari Pengurus Paitai Politk yang bersangkutan ;

berdomisili dalem wilayah kerja PPK PPS, dan KPPS;

manmpu secaie jasmani dan rohani;

berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat

tidek pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang te'ah
memeroleh kekuatar hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (Iima) tahun atau lebih ;

tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan
Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota/Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemiiu (DKFP);

belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggots PPX, PPS,
dan KPPS.

Ad. b Dezlam hal persyaraten usia paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun bagi KPPS tidak dapat terpenuhi di wilayah tersebut,
Anggota KPPS dapat ciambil dari Desa terdekat.

Ac.h Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dapat
dipenuhi, KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai
kemampuan dan kecakapar membaca, menulis, dan berhitung

yang dibuktikan cengan surat pernyataan

Ad. k Ketentuan belum pernah 2 (dua) kali penode berturut-turut

sebagai mana dimaksud yaitu :

1) 2 (duaj kali periode yang dimaksud yaitu periode 1 tahun
2005-2009, periode 2 tahun 2C10-2014 yang dinyatakan

melalui surat pernyataan.

2] pernah menjad Anggota PFK sebanyak 2 (dua) kali
oeriode, lidak dapat mencalonkan diri menjadi  Anggcta
PPK.

3) pernah menjadi Anggota PPS sebanyak 2 (duz) kali
penode, tidak dapat mencalonkan diri menjadi PPS.

e =




4) pernah menjadi Anggota KPPS sebanvak 2 (dua) keli
periode, lidak dapat mencalonkan diri menjadi Anggota

KPPS.

5) Bagi Anggota badan penyelenggara Ad Hac yang telah
menjabat 2 kali periode dapat mendaftarkan diri sebagai
calon Anggota badar penyclenggara Ad Hoc pada jenjang
yang berbeda.

6) Dalam hal persyaratan belum pernah 2 (dua) kali periode
menjadi Anggota PPK, PPS, KPPS tidak dapat dipenuhi,
Komisi Pemilihan UUmum Kabupaten Lombok Timur yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Lombok Timur dapat
bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau tenaga
pendidik untuk memercleh caion Anggota PPK, PPS, atau
KPPS.

3. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc

a.

Pembentukan PPK

1)

2)

3)

Anggota P?K berjumiah 5 (lima) orang dengan susunan terdiri dari
a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Agggota :
b) 4 (empat) orang Anggota.

Susunan Anggota PPK memerhatikan keterwakilan 30 % (tiga puluh

persen) narempuan.

Untuk keperiuan Pembentukan PPK KPU Kabupaten Lombok Timur

melaksanakan kegiatan :

a] mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Anggota PPK;
b}  menerima pendaftaran calon Anggota FPK;

¢)  melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Anggota PPK;

Komponen seleksi calon Anggota PPK cleh KPU Kabupaten Lcmbok

Timur terdiri dari :

a) Seleksi Administrasi ;

- -

b) Tes Tertulis; dan




5)

6)
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Seleks Wawancare.

Scleksi Administrasni Calon Anggota PPK dilaksanakan dalam rangka

memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi terdiri

atas ;
a)

b)

)

d)

e)

Fotocopy KTP yang masih berlaku ;

Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ijazah terakhir

yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;

Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp.

6.000,-:

(1)

(2)
(3)

4)

(5)

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indoresia Tahun 1945, dan
Cita-cila Pruklemasi 17 Agustus 1945 ;

T'dak menjadi Anggota Partai Politik;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebib ;

Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap olzh
<omisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) apabdila pernah menjadi Anggota PPK, PPS,

dan KPPS dalam Pemilihan umum atau Pemil han:

Belum permnanh menjabat 2 (dua) kali periode sebagai
Anggota PPK.

surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit

setempat.

Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Jumlah dokumen persyaratan calon Anggota PPK adalah sebanyak 2

(dua) rangkap yaitu :
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2)

b)

1 (satu) rangkap dokumen asli dikirimkan ke KPU Kabupaten

Lombok Timur,

1 (satu) rangkap dokumen fotccopy untuk arsip PPK.

Penerimaan dan Pemerikseaan/Penelilian Administrasi

a)

b)

KPU Kabupaten Lombok Timur melaksangkan penerimaan
pendaftaran dan pemeriksaan/ penelitian administrasi terhacap
dokumen persyaratan calon Anggota PPK, selama 3 (tiga) hari

setelah berakhimya masa pendaftaran.

Hasil  pelaksaraan  pemeriksaan/penelitien  administrasi
sebagaimana dimaksud, selanjutnya diumumkan oleh KPU
Kabupaten Lombok Timur selama 2 (dua) hari pada tempat-

tempat pengumuman yang mudah diakses publik.

Tes Tertulis Calon Anggota PFK

a)

b)

o

e)

Calon Anggota PPK yang lulus selaksi administras: selanjutnya
mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Lombok Timur.

Tes tertulis sebagaimana dimaksud dilaksanakan 1 (satu) hari

sejak berakhirnya masa pengumuman hasil seleksi administrasi.
materi tes tertulis meliputi :

1) pengetahuan mengenai tugas, wewenany, dan kewajiban
PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan calon
perseorangan. teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolenan

suara;
(2) pengetahuan mengenai kewilayahan.

Tes tertulis dilaksanakan selama 1 (satu) hari

Pemeriksaan lembar jawaban tes tertulis selama 2 (dua) hari

KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 10 (sepuluh) orang
celon Anggota PPK yang lulus tes tertulis untuk setiap PPK.




9)
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9)

h)

Daftar celon Anggota PPK yang lulus berdasarkar hasil tes
tertulis, selanjutnya diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok
Timur selama 3 (tiga) hari pada tempat-tempat pengumuman

yang mudah diakses publik.

Selama masa pengumuman hasil tes tertulis masyarakat dapat
memberikan tanggapan terhadap hasil tes tertulis dimaksud.

Seleksi Wawancara

a)

b)

)

KPU Kabupaten Lembok Timur selanjutnya melaksanzkan seleksi
wawancara bagi calon Anggota PPK yang telah dinyatakan lulus
tes tertulis.

Materi seleksi wawancara meliputi .
(1) rekam jejak calon Anggota PPK,

(2) pengetahuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban
PPK. penelitian syarat dukungan Pasangan calon
persecrangan, teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara;
(3) MKarifikasi tanggapan masyarakat.

(4) kemampuan mengoperasikan komputer minimal program
MS office (wurd dan excel).

Seleksi wawancera dilaksanakan selama 4 (empat) hari,

Penetapan Calon Anggota PPK tergilih

a)

)

Setelah berakhiinya pelaksanaan seleksi wawancara, KPU
Kabupaten Lombok Timur menetapkan 5 (iima) orang calon

Anggota PPK.

Calon Anggota PPK yang ditetapkan tersebut selanjutnya
diumumkan pada papan pengumuman resmi yang mudah
diakses.



b.

¢) Pergumuman hasil seleksi dimaksud dilaksanakan mulai 1 (satu)
har setelah peretapan hasil seleksi wawancara dalam Rapat

Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur

1) Perentuan hasil dari masing-masing tahapan seleksi diputuskan
melalui rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur can dituangkan
dalam Berita Acara.

Pembentukan PPS

1) Anggota PPS berjumiah 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri dari :
a) 1 (satu) crang Ketua merangkap Anggota ;
b) 2 (dua) orang Anggota.

2)  Untuk keperluan Pembentukan PPS, KPU Kabupatern Lombok Timur
melaksanakan kegiatan :

a) mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Angyota PPS;
k) menerima pendaftaran calon Anggota PPS,
¢)  melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Anggota PFPS;

3) Dalam proses pembentukan PPS , KPU Kabupaten Lombok Timur
dapat melibatkan PPK sesuai prosedur dan mekanisma yang
ditetapkan oleh KPl) Kahupaten Lombek Timur.

4) Komponen Selesi Calon Anggota FPS oleh KPU Kabupaten Lombok

Timur terdiri dari :

a)  Seleksi Administrasi ;
b) Tes Tertulis ; dan

c)  Seleksi Wawancara.

5)  Seleksi Administrasi Calor Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Lombok
Timur meliputi :

a) Mclaksanakan pengumuman penerimean pendaftaran calon

Anggota PPS;

b} Pengumumean pendaftaran calon Anggota PPS dilaksanakan

selama 7 (tujuh) hari,




d)

e)

Menerima pendafteran calon Anggota PPS melaiui KPU

Kabupaten Lombok Timur dan/ alau PPK

KPU Kabupaten Lombok Timur darn/atau PPX melaksanakan

pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan

Jumlah dokumen persyaretan yang disampaikan oleh calon
Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau
PPK adalah sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap dokumen asli untuk KPU Kabupaten

Lombok Timur ;
(2; 1 (satu) rangkep dokumen fotocopy untuk arsip FFK;
Dokumen persyaratan terdiri dari :
(1) Fotocopy KTP yang masih berlaku ;

(2) Fotocopy ijazah sekolah (anjutan tingkal atas/ijazah
terakhir yang dilegaiisir oleh Pejabat yang berwenang ;

(3) Surat pemnyataan yarg ditandatangani di atas materai Rp.
6.000,-

(a) seta kepada Pancasia sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan Cita cita Proklamasi 17 Agustus
1945 ;

(b) tidak menjadi Anggota Fartai Politik

(c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang te'ah memeroleh kekuatan hukum
tetap karenz melakukan tindak pidana yang diancam

dengan picdana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

\d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap
oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan
Penyelenyygera Pemnilu (DKPFP) apabila pernah menjadi
Anggota PPK. PPS, dan KPPS dalam Pemilihar umum

atau Pemilihan yang pernah dilaksanakan;




Q)

h)

)

(e}l belum pemah menjabat 2 (dua) kali pericde berturut-
turut sebagai Angyota PPK, atau PPS.

(41 surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumeah

sakit setempat.

Ad.(4) Dalam hal calon Anggota PPS, tidak dapat
memberikan syarat surat keterangan kesehatan
dimaksud, KPU Kabupaten Lombck Timur
memfasilitasi syarat surat ketereangan kesehatan

tersebutl.

(3) Pas foto bermarne ukuren 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat)

lembar.

Penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan keiengkapan berkas
dokumer persyaratan dilaksenakan oleh KPU Kabupaten
Lombok Timur dan/atau PPK selama 3 (tiga) hari, serta
pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan oleh KPU
Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dalam wakw paling
lama 4 (empat] hari terhitung mulai sejak berakhirnya masa

pengumuman pendaftaran.

Bentuk keluaran kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas
dokumen persyaratan calon Anggota PPS cleh KPU Kabupaten
Lombck Timur dan/atau PPK berupa ceklis berkes dokumen dan
keterangan lengkap / tidak lengkap.

PPK menyampaikan hasil penerimzan pendaftaran dan
pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyarstan Calon
Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Lombck Timur dengan
melampirkan berkas dokumer pendaftaran calon Anggota PFS.

Penyampaian hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen
pendaftaran calon Anggota PPS oleh PPK kepada KPU
Kabupaten Lombok Timur dilakukan pada jam kerja terhitung
sejak hari pertamz penerimaan pendaftaran dan pemerksaan

<elengkapan berkas dokumen persyaratan sampai hari ketiga.




4)

k)

KPU  melaksanakan  pemeriksaan keazbsahan dokumen
gersyaratan Calon Anggcta PPS baik pendaftaran yang diterima
langsung di KPU Kabupaten Lombok Timur dan / atau yang
diterima melalui PPK, dimulai sejak hari pertama penerimaan
pendaftaran sampai dengan hari keempat masc penerimaan
pendaftaran dan pemeriksaan kelergkapan dan keabsahan
dokumen persyaratar.

KPU Kabupaten Lombck Timur dibantu oleh PPK
mengumumkan hasil selexsi administrasi Calon Anggota PPS
selama 2 (dua) nhari setelah penstapan hasil seleksi administrasi
oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Tes Tertulis calon Anggota PPS

a)

o]

)

d)

e)

Tes tertulis dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi calon
Anggota PPS selama 3 (tiga) hari terhitung setelah berakhirnya
mesa pengumumen hasil seleksi administrasi Calon Anggota
PPS;

Materi tes tertulis meliputi:

(1) pengetahuan mengenai tugas. wewenang, dan kewajiban
PPS, penelitian syarast dukungan Pasangan calon
perseorangan. teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara;
{2) pengetahuan mengenai kewilayahan.

Tatacara pelaksanaan Tes Tertulis secara lebih rinci ditetapkan
oleh KPU <abupaten Lombok Timur  dalam bentuk petunjuk
teknis.

KPU Kabupaten Lomook Timur menetapkan 6 (enam) orang
calon Anggota PPS yang lulus tes tertulis pada setiap PPS;

Daftar calon Anggota PFS yang lulus tes tertulis selanjutnya
diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tempat-
tempat pengumuman yang mudah diakses publik.




3)

7)

f)

Q)

pengumuman hasil tes tertulis di'aksanakan selama 1 (satu) hari

se ak berakhirnya pemeriksaan hasil tes Leriulis

Selama masa pengumumen hasil tes tertulis, masyarakat dapat

memberikan tanggapan terhadap hasil tes tertulis dimaksud.

Seleks wawancara dilaksanakan sebagai berikut :

a)

b)

Seleks| wawancara dilaksanakan selama 5 (lima) hari
Materi seleks! wawancara meliputi
(1) rekam jejak calon Anggota FPS ;

(2) pengetahuan mengenai tugas wewenang dan kewajban
PPS,  penelitian syarat dukungan Pasangan calon
perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan
perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suaia,
(3) Klarifikasi langgapar masydrakat ;

(4) kemampuen mengoperasikan komputer minimal program

MS office (word dan exrel) dan akses internet.

Pelaksanzan Selaksi Wawancara bagi Calon Anggota PPS diatur
secara lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
KPU Kabupaten Lombok Timur.

Penetapan Calon Anggota PPS terpilih

D)

c)

KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 3 (tiga) orang calon
Anggote PPS terpilih setelah berakhimya pelaksanaan seleksi

wawancara delam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.

Rapat Pleno KPU Kesbupaten Lombok Timur sebagaimana
dimaksud poin a) , dilaksanakan 1 (satu) han setelah berakhimya

masa seleksi wawancara.

Calon Anggota PPS terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud poin 2) dan b), selanjutnya oleh KPU Kabupaten
Lombok Timur diumumkan pada papan pengumuman yang

mudah ciakses.




d) Pergumuman hasil seleksi wawancara dilaksanakan 1 (satu) hari
setelah penestapan Anggcta PPS dalem Rapat Pleno KPU
Kabupaten Lombok Timur atau paling lambat satelah 7 (fujuh)

hari sejak seleksi wawancara dilaksanakan.

8) Perentuan hasil dan masing-masing tahapan seleksi diputuskan
melalui rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dan dituangkan
dzlam Berita Acare

Pembentukan KPPS

1) Wewenang Pembentukan
KPPS dibentuk oleh PPS atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur.

2) Pengangkatan Anggota KPP5S memerhatikan sumberdaya manusia
dari Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) setempat.

3) Delam pelaksanaan  pengangkatan Anggota KPPS. PPS
memperhatikan persyaratan. prosedir dan mekanisme pengangkatan
sehagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, serta
petunjuk dari KPU Kabupaten Lombok Timur.

4) Penstapan pengangkatan KPPS wajib dilaporkan oleh PPS kepada
KPU Kabupaten Lombok Timur.

5)  Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari:
a) 1 (satu) oreng Ketua merangkap Anggota ;

b) 6 (enam) orang Anggota.
6) Waktu Peleksanaan Pembentukan

Pembentukan KPPS oleh PPS memperhatikan tahapan, program, dan
Jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur Iahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Lombok Timur.




4. Seckretariat Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Walkil
Bupati Lombok Timur Tahun 2018

a. Sekretariat PPK

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Dalam meleksanakan lugasnya, PPX dibantu oleh Sekretariat PPK.

Sekretarial PPK dipimpin o'eh Sekretaris PPK yang berasal dari PNS

yang memenuhi persyaratan.

Sekretaris PPK cibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretanat

Staf Sekretariat PPK adalzh bantuan dan fasilitas Femernintah Daerah.

Syarat untuk menjadi Sekretaris PPK *

a)
b)
C)

d)

tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai ;
independen dan tidak herpihak;
sehat jasmani dan rohani;

mempunyai pangkat dan golongan minimal Pengatur Muda
Tk. | (Ii/b)

Bukti pemenuhan syarat :

a)

b)

Surat pernyataan :

(1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
(2) independen dan tidak berpihak;

(3) sehat jasmani dan rohani.

Surat Keputusan tentang Pangkat dan Golongan yang

barsangkutan.

Mekanisme pengusulan

L

Q,

b}

PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok
Timur melalui KPU Kabupaten Lombok Timur dalam

mengusulkan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK ;

PPK melalui KPU Kabupaten Lombok Timur mengusulkan 3 (tiga)

orang Calon Sekretaris dan 4 (empat) orang calon Staf

Sekretariat PPK kepada Bupati, untuk selanjutnya cdipilih dan




8)

9

ditetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 {dua) orang Staf
Sekretariat PPK dengan Kepulusan Bupati.

Pembagian tugas Staf Sekretariat PPK ;

a) 1 (setu) orang Staf Sekietariagt PPK Urusan Teknis

Penyelenggaraan ;

b) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPK Urusan lata LlJsaha,

Keuangan, dan Logistik Pemilihan
Tugas Sekretariat FPK
a)  Tugas Sekretaris PPK °
(1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
(2) memimpin dan mengawasi kegiztan Sekretariat PPK;
(3) melaksanakan tugas yang ditentukan PPK; dan
{4) memberikan pendapat dan sarzn kepada Ketua PPKC

b}  Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan

adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;

€)  Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan
Logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tala usaha,
pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban
keuzngan. dan menyimpan bukti kas pembiayazn Pemilihan
untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan
beserta kelengkapan administrasi.

10) Sekrataris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK ;

17) Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK;

12) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Sekretariat PPS

D)

2)

3)

Dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu olch Sekretariat PPS.

Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari

Pegawai Cesa/Kelurahan.

Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.




4)

5)

6)

7)

8)

KFU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Kepala
Desa/lurah dalam rangka penugasan Pegewai Desa/Kelurahan

menjadi Staf Sekretariat PPS oleh Kepala Desa/Lurah.
Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS :

a) tidak pernah djatuhi sanksi pegawai;

b) independen dan tidak berpihak;

¢)  sehat jasmani dan rohani.

Bukli pemenuhan syarat berupa Surat pernyataan :
a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b) independen dan tidak berpihak

¢! sehat jasmani dan rohani.

Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PFS dipilih dan ditetapkan oleh
Kepala Desa/lurah.

Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS :

a) 1 [(satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis

Penyelenggaraan;

o) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Tate Usaha,
Keuangan, dan Logistik Pemilihan.

Tugas Sekretariat PPS
a)  Tugas Sckretaris PPS :
(1) membantu peleksanaan tugas PPS:
(2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
(3) melaksanakan tugas yang ditentukan FPPS ; dan
(4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

b) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pernilihan;

¢) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan
Logistk Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPS dan perzanggungjawaban




keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan
untuk kegatan PPS, dan menyiapkar peilengkapan Pemilihan

beserta kelengkapan administrasinya.
10) Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada FPS melalui Ketua PPS ;
11) Staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS

12) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.




BAB Il

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA
BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT!
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

Sebelum melaksanekan tugasnya Anggota PPK dan Angyuta PPS dilantik dan

mengangkat sumpah / janji sebagai penyelenggara Pemilihan ;

Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota PPK dan Anggota PPS :

a  Pelantikan Anggota PPX dan FPS dilakukan oleh Kstua KPL) Kabupaten

Lombok Timur;

b.  Pengangkatan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dipandu oleh

Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dibawah bimbingan rohaniawan.

Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS

a  Pengangkatan Sumpah / Janji Ketua KPPS dilaksanakan di PPS setempat

dan dipandu oleh Ketua PPS atasrama K°U Kabupaten Lombok Timur

b.  Pengangkatan Sumpah / Janji Anggota KPFS dilaksanakan di TPS pada hari

Pemungutan suara sebelum pelaksanaan pembukaan rapat pemungutan

sudra bersama saksi Pasangan Calon di TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS,
Bunyi Surmpah/Janji Anggota PPK / PPS / KPFS

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajihan saya sebagai Anggota Paritia

Pemilihan Kecamatan/Anggota Panitia Pemungutan Suara/Anggota Kelempok

Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan

sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lombok Timur Tahun 2018, tegaknya demckrasi dan keadilan, serta

mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada

kepentingan pribadi atau golonyan.




BAB IV

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, ANGGOTA PPS

Anggota PPK, dan/atau Anggota PPS, berhenti antar waktu karena :

a.

b.

C.

C.

meninggal dunia ;
mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
berhalangan tetap lainnya ;

diberhentikan semeantara.

Anggota PPK, atau Anggota PPS, dapat diberhentikan sementara apabila :

a.

b.

tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota PPK / Anggota PPS;

melanggar sumpah/janji sebagai Anggcta PPK / Anggota FPS dan / atau
kode etik penyelenggara pemilihan,

tidak dapat meleksanakan tuges sebayai Arggota PPK / Anggota PPS

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

dijatuhi hukurnan pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

djatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum tetep karena me'akukan tindak pidana

Pemilihan.

tidak mengnadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewszjibannya
sebagai Anggota PPK / Anggcta PPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut
tanpa alasan yang jelas;

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lombok
Timur dalam mengambil/menetapkan Keputusan dan Penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Anggota PPK / Anggota PPS diberhentikan permanen apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan dan penelitian terbukti memenuhi unsur sebagaimaneg dimaksud

huruf a sampai dengan huruf g angka 2 di atas.

Tetacara pemberhertian sementara Anggota PPK / Anggota PPS oleh KPU

Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: "




menerima laporan ;

menelit materi laporan :
melakukan klarifikasi ; dan
melakukan kajian dan mengamtil keputusan.

Ad.b Dalam melakukan penelitien materi laporan, KPU Kabupaten
Lombok Timur membuat ringkasan hasil penelitian atas laporan

dimaksud.

Ad.c Dalam melakukan Kklarifikasi KFU Kabupaten lombok imur
dapat :

1) menggali mencari dan menerima keterangan dari
berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan

pemahamen laporan ;
2) memanggil para pihak :
3]  meminta bukti-bukti pendukung ;
4)  melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu.

Ad.b bercasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten
Lombok Timur membuat kajian dan mengambil keputusan.

5. Penggantian Anggota PPK / Anggola PPS yang berhent' antar waktu

Penggantian Anggota PPK

Penggantian Anggota PPK yany berhenti antar waktu dilaksanakan cleh
KPU Kabupaten Lombok Timur dengan mengangkat calon Anggota PPK
atau  menunjuk Anggota masyarakat setempat yang memenuhi

persyaratan.
Penggantian Anggota PFS

Untuk keperiuan pengangkatan Anggota PPS pengganti antar wakty, KPU
Kabupaten Lombok Timur dapat berkoordinasi dengan organisasi

kemasyarakatan atau organisasi profesi.




BABV

PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

Anggota KPPS, berhenti antar wakiu karena .

b.

d.

meninggal dunia ;
mengundurkan din dengan alasan yang dapat diterima ;
berhalangan tetap lainnya ;

diberhentikan sementara.

Anggota KPPS, dapat diberhentikan sementara apabila

b

tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota KPPS;

melanggar sumpah/janji sebagai Anggota KPPS dan / atau kode etk
peryelenggara pemilihan;

dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang
te'ah memeroleh kekualan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidang penjara 5 (lima) tahur atau lebih ;

diyatuht hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum tetap karcna melakukan tindak pidena
Pemilihan.

melakukan parbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lombok
Timur dalam mengambil/menetapkan Keputusan can Penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Anggota KPPS ciberhentixan permanen apabila berdasarkan hasil pemeriksaan

dan penelitian terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud huruf a sempai

dengan huruf e angka 2 di atas.
Penggantian Anggota KPPS

a.

Fengannian Anggota KPPS yang berhenti antarwaktu dilaksanakan oleh PPS
atasnama KPU Kabupater Lombok Timur.

Dalam melakukan penggantian Anggota KPPS, PPS memperhatikan
sumberdaya manusia di lingkungan RT/RW setempat.

Penggantian Anggota KPPS oleh PPS harus dilaporkan kepada XPU

Kabupaten |ombok limur.




BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini berlaku untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
tahun 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,
penerapan ketentuan dalam Keputusan ini dapat disesuaikan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk dari KPU Kabupaten Lembok Timur.

Contoh Formulir pendaftaran dan formulir pernyataan calon Anggota

PPK/PPS/KPPS sebagaimana termuat dalem Lampiran Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd
MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Syb-Bagian Hukum,

-

Holis Iskandar, SH




Lampiran
SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/ PPS/KPPS *) KABUPATEN
Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten / Ketua PPS
Desa/Kel’

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini .
Nama :
Jenis Kelamin

lempat | gl Lahir/usia
Alamat

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Anggota PPK /PPS /KPPS *)
berdasarkan pengumumen Seleksi Calon Anggota PPK [/ PPS / KPPS
Kabupaten Lombok Timur Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkzn dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.

) 201__
PENDAFTAR,

Materai
Rp. 5.000

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan




Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama
Jenis Kelamin

Tempat Tanggal Lahir / Usia
Pekerjaan/Jabatan

Alamat

Menyatakan dengan sebenamya bahwa saya:

1.

5.
6.

Sebagai calocn Anggota PPK/PPS/KPPS *) Kabupaten Setia
kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;

Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti
sebaliknye, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum ;

tidak pernah dipicana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 'ebih. Jika di kemudian hari
terbukt sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum ;

tidok pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehcrmatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagr
Calon yang pernah menjadi Anggota PPK PPS, dan KPPS pade Pemnilu atau
Pemilihan yang pernah dilaksanakan;

belum pemah menjahat 2 (dua) kali sehagai Anggota PPK, PPS dan KFPS;
mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membacz, menulis dan
berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPX/PPS/KPPS *) Kabupaten
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Yang membuat pemyataan,

Materai
Rp. 5.000

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperiukan




